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Mengingat

KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI SIAK,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 Pasal 63 ayat 2 (dua) tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun
2008 Pasal 16 Ayat 2 tentang Pegawai yang ditugaskan pada
Badan/Kantor dapat diberikan tunjangan pelayanan yang
besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Tunjangan Pelayanan Kepada Pegawai
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Siak;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan dan Alokasi Khusus di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak;



16. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Penandatanganan Masalah Perizinan
Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN

PELAYANAN KEPADA PEGAWAI BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Siak.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak.

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala
Daerah dalam urusan Pelayanan Perizinan.

Pejabat Pelayanan Perizinan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh
Kepala Daerah untuk mengelola Perizinan Terpadu.

Perizinan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk
memproses urusan Perizinan.

BAB I1
PENETAPAN CAPAIAN KINERJA
Pasal 2

Penetapan Capaian Indikator Kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan pada
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak,
sebanyak 39 bidang perizinan sebesar 56%.
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BAB III
PEMBIAYAAN DAN BESARAN TUNJANGAN PELAYANAN
Pasal 3
Pemberian Tunjangan Pelayanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Siak.

Besaran Pemberian Tunjangan Pelayanan dibayarkan setiap bulannya dari
Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember yang besarannya ditetapkan
oleh Keputusan Bupati yang mempedomani ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.

BAB IV
PENGANGGARAN PELAKSANAAN
Pasal 4

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
menyusun penganggaran pemberian Tunjangan Pelayanan kepada Pegawai
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak

Penganggaran Pemberian Tunjangan Pelayanan dikelompokan kedalam
Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan Jenis Belanja Pegawai.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal (5 anwam™ 2013

ﬁ BUPATI SIAK,

—<
(° svamsuar 4/

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Hanuan 2013

ARIS DAERAH KABUPATEN SIAK C

ina Utama Madya
19541114 197703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 052



